
UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES 
ADMINISTRATION DEPARTMENT
POSTGRADUATE PROGRAM
ADMINSITRATION STUDY PROGRAM
CONCENTRATION OF ADMINISTRATION AND TAXATION POLICIES 

ABSTRACT

Liliyanti
6905031118
Tax Collection on Tax Default 
x, +107 pages +9 Tables  +2 appendices
Bibliography: 40 books (1981 – 2008)

Role of Tax in the National Expenditures (“APBN”) is ever increasing in 

the state income over years according to the principles of self-financial capability 

that the tax payer awareness would be improved.

Steps the national government takes to increase earnings from tax sector 

begin with tax reform with core pillars of self assessment self compliance in tax 

payers to count, assess, pay and report their amount of tax due according to the 

Statutes  and  therefore  fiscal  agents  perform  their  duties  through  legal 

construction, information, monitoring and enforcement.

One of legal enforcement aspects is Collection in addition to fiscal penal 

inspection  and  investigation.  However,  collection  is  considered  only  as  less 

significant  complimentary side duty that  investigation.  Collection  would  not  be 

merely considered as responsibility of Confiscator or the Collection Division but 

also pretty related to investigation as preliminary stage of finding tax due of Tax 

Payers than in case it  becomes default,  then investigator or the agent should 

hold responsible if tax payers do not agree on or lead to fiscal dispute.

Considering range of policies on collection ever performed thus far, the 

descriptive  method  appears  to  draw  a  conclusion  that  collection  remains 

unsuccessful. This proves from higher beginning balance of default every year 

and extra attempts in the form of seizing/blocking out Tax Payer’s Accounts and 

gasping or taking hostage of them lead to insignificant result specifically when 

one expects deterrent effect.
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Accordingly, the writer suggests to involve functions of Collection Division 

for investigation (at stage of closing conference, for example) as a realization that 

the investigation process must consider collection attempts, as well, and Human 

Resource Development in qualitative and quantitative manners and provision of 

sufficient compensation and incentives for job enthusiasm.  
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Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara  dari tahun ke 

tahun,  berdasar  pada  prinsip  pembiayaan  dengan  kemampuan  sendiri  maka 

kesadaran masyarakat Wajib Pajak perlu ditingkatkan.

Langkah  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor 

perpajakan  dimulai  dengan  melakukan  reformasi  perpajakan  dengan  pilar 

utamanya  kepatuhan   sukarela  untuk  menghitung,  memperhitungkan  dan 

membayar  serta  melaporkan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  sesuai 

Peraturan Perundang-undangan yang dikenal  dengan sistem  self  assessment, 

maka  fiskus  menjalankan  tugasnya  melalui  pembinaan,  penyuluhan, 

pengawasan dan penegakan hukum.

Salah  satu  upaya  penegakan  hukum  adalah  Penagihan,  selain  dari 

Pemeriksaan dan Penyidikan tindak Pidana Fiskal.  Tapi dalam pelaksanaannya 

tugas  penagihan hanya dianggap tugas tambahan, pelengkap yang tidak atau 

kurang  penting  dibandingkan  dengan  tugas  pemeriksaan.  Seharusnya  tugas 

penagihan tidak hanya dilihat semata-mata merupakan tanggung jawab Juru Sita 

maupun  seksi  penagihan  saja  melainkan  sangat  terkait  dengan  pelaksanaan 

pemeriksaaan yang merupakan awal timbulnya pajak yang masih harus dibayar 

oleh  Wajib Pajak, yang apabila akhirnya menjadi tunggakan seharusnya menjadi 

tanggung jawab pemeriksa maupun petugas keberatan apabila dalam prosesnya 

Wajib Pajak tidak setuju dan menimbulkan sengketa fiscal. 
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Dengan  melihat  serangkaian  kebijakan  dalam  rangka  penagihan  yang 

dijalankan  selama  ini,  berdasarkan  metode  deskriptif   maka  dapat  diambil 

kesimpulan bahwa upaya penagihan  belum berhasil,  ini bisa terlihat dari makin 

bertambahnya  saldo  awal  tunggakan  setiap  tahunnya  dan  upaya  lebih  yang 

dilaksanakan  berupa  penyitaan/pemblokiran  rekening  Wajib  Pajak  serta 

pencekalan/penyanderaan tidak membawa hasil  yang cukup siknifikan apalagi 

pengaruh deterent effect yang diharapkan.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  penulis  menyarankan  untuk 

melibatkan  fungsi  seksi  penagihan  dalam  proses  pemeriksaan  (seperti  tahap 

closing  conference)  sebagai  wujud  bahwa  proses   pemeriksaan  juga  harus 

mempertimbangkan upaya penagihan, selain itu adalah  meningkatkan Sumber 

Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kompensasi 

dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja.
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